BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik

Kabupaten Temanggung dibentuk berdasatkan Perda Nomor 4 Tahun 2004

tentang Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten

Temanggung. Dalam pelaksanaan tugas-tugas Kkedinasannya, Dinas

Keperidudukan, Gatatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik melaksanakan

tugas bidang keperldudukan Pemerintah yang telah disahkan melalui Undang-

Undang No 23 tentang Administrasi kependudukan di akhir tahun 2006.

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2004 diatas, kedudukan Dinas

Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik adalah sebagai

unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang

|
berada dibawah .

Daerah. Sedang‘

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

tugas pokoknya adalah melaksanakan kewenangan

desentralisasi dalam bidang kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data

elektronik yang

undangan yang.be

Adapun,

dibcrikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-

rlaku.

fungsi Dinas kependudukan, catatan sipil dan pengolahan

data elektronik yaitu :

-
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|
2. Penetapan pe‘éunjuk teknis kependudukan, catatan sipil dan pg

data elektronik.
3. Pemberian perijinan/rujukan/scrtifikasi, pelaksanaan pelayanq
dibidang kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektrq
4. Pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan kewenangd
dibidang kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elcktr

5. Penyelenggaraan pelayanan umum yang meliputi advokasi, pj

dan penyebatjuasan informasi bidang kependudukan, catatan

pengolahan data elektronik.

6. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaa;1 tugas-tugy
kependudukan, catatan sipil dan pengolahan data elektronik.

7. Penyelenggaraan tata usaha kependudukan, catatan sipil dan g
data clektronik.
Dalam {|rangka penyelenggaraan pemerintahan daeq
keweangan sendiri dimana dalam urusan wajib yang menjadi ky

pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yar

kébﬁﬁatenfkota, yang itieliputi !
1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan

2. Perencanaan, 'pemanfaatan dan pengawasan tata ruang

3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat|

4, Penyediaan sarana dan prasarana umum

5. Penanganan hidang kesehatan . .
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6. Penyelenggaraan pendidikan

7. Penanggulangan masalah sosial

8. Pelayanan bid

ng ketenagakerjaan

9. Fasilitas peng

10. Pengendalian

11. Pelayanan pertanahan
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil

13. Pelayanan administrasi umum pemetintahan

14. Pelayanan adr

>mbangan koperasi, usaha kecil dan menengah

ingkungan hidup

inistrasi penanaman modal

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya

16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundas

undangan

Peratur

pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
daerah. Pada dasamya Sistem Administasi Kependudukan merupakan |

sistem dari Sistem Administrasi Ncgara, yang mempunyai peranan pent

y Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tent:

dalam pemerintahan dan pembangunan. Sistem Administrasi Kependudul

terdini atas 3 (tig
sistem peneatatan

Sejalan

a) sub sistem yaitu sub sistem pendafiaran penduduk,

sipil dan sub sistem pengelolaan informasi kependudukar

dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudu|

tersebut, maka pendaftaran penduduk dan pencatatz

pilar dari administrasi kependudukan perlu ditata den () nitro™"

- PR | o 4 L



Selain me;ngurusi masalah yang

|
Dinas Kependudukan Catatan Sipil d

Kabupaten Temanggung juga mengurusi i
akta catatan sipil. ;Akta-akta catatan sipi
perkawinan, akta|| perceraian, akta ke
pengesahan anak, duplikat dan legalisir ak
warga yang tinggal di Indonesia baik Warg

Negara Asing.

Menyadari perlunya ketersediaan

dan semakin mendesaknya pelayanan
pengelolaan administrasi kependudukan 1
dan Pengolahan Data Elektronik Kabupat

Sistem Informasi [Administrasi Kependu

data kependudukan yang lebih valid dan a
2005 Dinas Kependudukan, Catatan Sip

mengalokasikan dana untuk mengadaka

SDM guna menunjang pelaksanaan SIAK

yang berkaitan dengan administrasi keper

program Sistem Informasi Administrasi K
Berdasarkan uraian-uraian di
meneliti Pelaksanaan Fungsi Dinas |

Pengolahan Data Elektronik dalam
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B. Rumusan Masalal:||

Berdasar latar belakang masalah di atas, maka diru

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan, Catatan s

Pengolahan Data Elektronik dalam upaya peningkatan pe
kependudukan|di Kabupaten Temanggung?

5 Hambatan-hambatan apa saja dalam pelaksanaan fungsi
Kependudukan, Catatan sipil dan Pengolahan Data Elektronil

upaya peningkatan pelayanan kependudukan di Kabupaten Teman;

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah :

]. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Dinas Kependudukan, Cat:

dan Pengolahan Data Elektronik dalam upaya peningkatan p

kependudukan di Kabupaten Temanggung.
7. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fung
Kependudukan, Catatan sipil dan Pengolahan Data Elektroni

upaya peningkatan pelayanan kependudukan di Kabupaten Temar

D. Manfaat Penelitian

1. Teonlis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas we (I nitro™"

!
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2. Praktis

Penelitian ini dibarapkan dapat memberikan solusi dari permasalahan

demi peningicatan pelayanan kependudukan di Kabupaten Temanggung.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk membuat suatu penelitian maka diperlukan teori atau tinjanan

pustaka yang dap‘at mendukung pclaksanaan penelitian. Teori adalah suatu

ungkapan mengel;'lai hubungan kausal vang logis antara berbagai gejala/

perubahan variab

kerangka berfikir

dalam bidang ters

el dalam bidang tertentu sehingga dapat digunakan sebagai
dalam memahami serta menanggapi masalah yang timbul di

ebut.?

Dinamika pembangunan, secara nyata tidak terlepas dari berbagai

permasalahan dan kendala yang timbul. Masalah ini tidak bisa hanya dilihat

|

dari satu aspek’ saja, karena sangat kompleks dan multidimensional. Apabila

dikaji lebih ja

, masalah kependudukan yang dihadapi tidak terlepas

kaitannya dengan kondisi tertib administrasi kependudukan, baik dalam

konteks pendaftaran maupun pencatatannya dalam rangka memberikan status

kepastian hukum
Dalam

terdapat berbagai

bersifat multidimensional yang saling terkait satu same '

keperdataan kepada setiap orang.
pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung

permasalahan dan kendala yang dihadapi. Permasalahan ini

Qalat oatn
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permasalahan yang dihadapi adalah masalah yang di dalamnya terdapat

masalah administrasi kependudukan.

Akta Catatan Sipil adalah merupakan bukti status hukum
keperdataan seseorang dari peristiwa-peristiwa hukum yang dialaminya
seperti kelahiran!| perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan dan

pengesahan anak.| Mengingat pentingnya akta catatan sipil tersebut, baik

sebagai dokumen pribadi maupun pemerintah dalam rangka pengendalian atau
|

pengawasan kepastian hukum khususnya bagi setiap Warga Negara Indonesia,

maka untuk menghindari kcrawanan-kcrawanan dalam pembuatan akta

catatan sipil harus diurus oleh yang berkepentingan sendiri atau keluarganya.

Oleh karena informasi dan data yang tertuang dalam akta catatan
sipil tersebut dapat memberikan kepastian hukum atas peristiwa-peristiwa itu,

maka lembaga catatan sipil tersebut sangat diperlukan oleh setiap orang atau

keluarga, sehingga apa yang terjadi dalam keluarga memperoleh bukti yang

| |
dapat dipercaya |berupa akta catatan sipil.3 Dari segi hukum administrast
negara bahwa lembaga catatan sipil merupakan salah satu lembaga yang

berwenang melakukan perbuatan adminisirasi Negara yang berupa ketetapan

putusan, yang berlaku mutlak berbentuk akta dan bersifat formal, individual

konkrit dan final, dan bertujuan untuk :

1. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan.
2. Menunjang bagi data perencanaan pembangunan.

3. Pengawasan serta pengendalian orang asing.
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Sesuai dengan tingkat perkembangan yang telah dicapai baik d
bidang pemerintahan, pembangunan dan kependudukan diakui bahwa sister,
penyelenggaraan catatan sipil dewasa ini sudah tidak memadai lagi untu
menampung atau imengantisipasi permasalahan dan tuntutan kebutuhan yan

diakibatkan canggihnya kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi saz

Penyelenggaraan catatan sipil sudah menuntut kecepatan, kebenara
materiil dan kedkuratan dalam pelayanannya, sementara sarana dan prasarar
yang diperlukan untuk mengantisipasi hal tersebut masih sangat terbatas da
dilakukan secara manual.

Peranan pendaﬂaran penduduk dan pencatatan sipil dalam kaitanny

dengan fungsi pe@crintah kabupaten/kota antara lain adalah :

|
1. Pelayanan publik atas pelaporan peristiwa kependudukan yang dialar

oleh penduduk‘, dalam pelayanan tersebut memperhatikan kaidah registra

hingga diterbitkan dokumen penduduk.

9. Pemberian dokumen yang mempunyai kepastian hukum serta menjam
kerahasiaan data pribadi penduduk, hal tersebut merupakan fung
perlindungan.

Adapun | peran pendaftaran penduduk dalam pembangunan, ial

pendayagunaan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan penduduk d

kondisi daerah setempat, hal tersebut penting mengin

sangat bervariasi) selain itu data hasil pendaftaran pe (I nitro™®"




berharga karena | dapat didayagunakan oleh semua pihak baik untuk
kepentingan pelayanan publik manpun untuk perencanaan pembangunan yang
berwawasan kependudukan.

Pada proses perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah

dibutuhkan data klependudukan vang akurat dan valid. Data kependudukan
merupakan dafa 'base yang penting dan strategis. Data kependudukan ini
terdiri dari :

1. Jumlah penduduk

2. Distribusi jm|11lah penduduk menurnt jenis kelamin, umur, tingkat
pendidikan, aéama, status perkawinan, kewarganegaraan.
3. Mutasi kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, pindah tempat

tinggal dan alih kewarganegaraan.

Dengan jadanya masalah-masalah tersebut diperlukan adanya suatu
penataan administrasi kependudukan selain untuk menunjang terwujudnya
sumber informasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh semua
pihak/sektor pem?rintahan juga untuk menunjang suatu kondisi tentram dam
tertib, yaitu seba;gai salah satu yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan nasional.

Dalam Kaitan itu perlu disadari bahwa administrasi kependudukan

yang intinya adaﬁlah pendaftaran penduduk, selain sebagai salah satu sarana

dalam rangka pefnbinaan ketentraman dan ketertiban yang memiliki dampak
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berguna bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

i
daerah maupun ditingkat nasional.

Penyelenggaraan administrasi kependudukan diarahka

1. Pemenuhan hak asasi setiap orang dibidang pelayanal

kependudukan.

2. Peningkatan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk
dalam pelaksangan administrasi kependudukan.
3. Pemenuhan data statistik kependudukan dan stati
kependudukan.
4, Dukungan te;rhadap perencanaan pembangunan kepend
nasional, dan lokal,
5. Dukungan tethadap pembangunan sistem administrasi kepe
meningkatkan pemberian pelayanan publik dan diskriminas

Pendudukiadalah setiap orang baik warga negara Rep|

maupun orang asing yang bertcmpat tinggal tetap di wil|
Indonesia.”* Penyelenggaraan pendaftaran penduduk melip}
tentang penyelenggaraan Kartu Kelvarga, Kartu Tanda Pendy

pendaftaran tentang setiap perubahan yang terjadi. Pelaksans

kelahiran, kematian, perpindahan dan kedatangan diri

keluarganya kepada pemerintah daerah setempat. Kewajibal

termasuk setiap perubahan yang terjadi.
| " nitro™"
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Dalam

pelaksanaannya, pendaftaran penduduk belum dapat

membuahkan hasil vang diharapkan. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai

berikut :

1.

N

Dari segi kelenibagaan

Kecilnya organisasi yang menangani pendaftaran penduduk baik ditingkat

pusat maupun daerah.

talaksanaan

Dari segi keta

Sistem pemyelenggaraan pendaftaran penduduk selama ini tidak sesuai

lagi dengan

kompleks.

penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang semakin

Dari segi sumber daya manusia

a. Kurangnya tenaga pelaksanaan baik kualitas maupun kuantitas.

b. Tingkat kelzsadaran masyarakat masih kurang mengenai arti pentingnya

administrasi kependudukan baik yang terlihat dari pemanfaatan fungsi

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun

pelaporan

sctiap terjadi perubahan oleh kepala keluarga atau anggota

keluarga yang menyangkut lahir, mati, pindah, datang (LAMPID).?

Inform

si data yang lengkap, akurat dan terpercaya merupakan data

penunjang bagi

dengan kata lai

penyusunan program pembangunan di berbagai bidang,

n mempunyai aspek yang sangat luas dan erat sekal

hubungannya df.':ngan pengambilan suatu  keputusan dan peraturan
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yang ditetapkan juga membawa pengaruh terhadap perkembangan ki

penduduk. Secara s

obyek pembanguna

Untuk =«

kependudukan, pem

2006 tentang Administrasi Kependudukan agar dapat memudabk

memahami Sistem

erintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2

Informasi Administrasi Kependudukan, terlebil

ngkat dapat dikatakan bahwa penduduk adalah suf

eminimalkan  kelemahan dalam hal adp

akan diuraikan mengenai definisi operasional untuk tiap itenr, yaitu :

Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegras

maksud yang sama

telah diproses, atau

dilakukan oleh pengolah informasi. Pengolah informasi adalah suat

kunci yang dapat

komputer, atau kom

Administr:

penertiban dalam

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi pendt

binzu;inya.6
i Kependudukan adalah rangkatan kegiatan pen|

penetbitan dokumen dan data kependudukan

pendzyagunaan has

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakg
tidak memilki sistem dafa base kependudukan yang menunjang |

administrasi kependudukan. Kondisi itu harus diakhiri Anmann nan

suatu sistem adm

inistrasi kependudukan yang sejala

P T § L . S

untuk mencapai suatu tujuan. Informasi adalah ¢

data yang memiliki arti. Perubahan data menjadi ;

meliputi elemen-elemen komputer, elemen-cle

Inya untuk pelayanan publik dan pembangunan.
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teknologi informa

si dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat

atas pelayanan kependudukan profesional.

Seluruh

kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan

perlunya membenltuk Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan

bahwa Undang-U

pengaturan dan pe

Jndang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat

mbentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di

bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan

mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah

identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci sukses dan melakukan

verifikasi dan val
publik di bidang
pelayanan kepenci
pada sescorang y
secara langsung de

Untuk ' p¢

penduduk yang

desa/kelurahan se¢

idasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan
Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam
udukan, NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat
ang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkaitan
ngan dokumen kependudukan.

nerbitan NIK, setiap penduduk wajib mencatatkan biodata
diawali dengan pengisian formulir biodata penduduk di

cara benar, NIK wajib dicantumkan dalam setiap dokumen

kependudukan,

pencatatan sipil,

baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun

serta dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan

menurut peratur,

Pelaksan

atau tempat tingg

perundang-undangan.
naan pendaftaran penduduk didasarkan pada asas domisili

] atas terjadinya peristiwa kependudukan
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asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa penting yang

dialami oleh dirinya atau kelvuarganya.

Administ

rasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat

diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenpgaraan adminstrasi Negara.

|
Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan

pemenuhan hak-h

yang berkenaan

vang diskriminatif!

k adminstratif] seperti pelayanan publik serta perlindungan

dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan

Pemerintah daerah adalah sub sistem pemerintah pusat. Dalam

.l
mengatur organis

si perangkat-perangkat di daerah harus ada konsepsi yang

satu, utuh dan berwawasan nasional, jika pemerintah daerah berfungsi sebagai

- 7
mana mestinya,

Pemerintah memberikan kewenangan yang

luas, nyata dan

bertanggung jawab kepada daerah dan memberikan peluang kepada daerah

agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri

sestiai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.
o

Termasuk atau tidak terkecuali Kabupaten Temanggung juga diberi peluang

untuk dan melaksanakan kewenangan untuk kepentingan masyarakatnya.

Dengan

adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan, pemerintah Kabupaten Temanggung berusaha

|
untuk melaksanakan bagian dari otonomi daerah dengan melaksanakan

admnistrasi kependudukan dalam kerangka Sistem Infor=n~-* Adwrinictenc
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Kependudukan. ' Kependudukan sebagai salah satu upaya mewujudkan

pelayanan prima

di bidang pendaftaran dan pencatatan pendudukan yang

memuaskan masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian

Penelitian

Kepustakaan

''yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penelitian
Penelitian

penelitian

Lapangan

dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokast

yaitu Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan

Data Elektronik Kabupaten Temanggung guna mendapatkan data

empiris ye

g sesuai dengan kenyataan. Penelitian dilakukan dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden secara langsung

2. Lokasi Penelitian

i
Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan

Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung.

3. Teknik Pengumpulan Data

T Tentuslr srnsmmannlnbh Antn Ai ntne malqa dirarlal-aon Aata Acimar Aan Aﬂi‘ﬂ
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Kependudukan. 'Kependudukan sebagai salah satu upaya mewujudkan

pelayanan prima

memuaskan masya

di bidang pendaftaran dan pencatatan pendudukan yang

rakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

a. Penelitian Klepustakaan

Penelitian

yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Penelitian I

Penelitian

Apangar

dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lokasi

penelitian yaitu Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan

|
Data Elektronik Kabupaten Temanggung guna mendapatkan data

empiris var

mengajukan

ng sesuai dengan kenyataan. Penelitian dilakukan dengan

1 pertanyaan-pertanyaan kepada responden secara langsung

2. Lokasi Penelitian

Penelitian  dil

akukan di Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan

Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung.

3. Teknik Pengu

pulant Data

h J NN [N
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a. Data primer diperoleh secara langsung dari responden‘dan angket.

Responden yang dimaksud disini adalah obyek penelitian yang

meliputi orang-orang yang terlibat dalam masalah kependudukan

baik

intern dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan

Pengoﬁhan Data Elekironik Kabupaten Temanggung.

Respo

den disini meliputi :

1). Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pengolahan

Data Elektronik Kabupaten Temanggung.

2). Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan

Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung.

3). Ke_pala Seksi pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan

Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung.

4). Staff di lingkungan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan

Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung.

b. Data Sckunder dipcrolch dengan studi pustaka yaitu suatu cara

untuk }nencari data dengan membaca dan mempelajari buku-buku

dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek

penelitian.

4. Teknik Peﬂgo

Data

ahan Data

yang diperoleh dari penelitian tersebut, disusun secara

sistematis, logis dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum tentang

Halal-onnann 'Fnﬂn(‘; n=ﬂ00 Ynnnnr‘nr‘ntran r‘l:lfﬂ:l'l‘aL Q;ﬁ:‘ e ML

" nitro™"



5.

b

Data Elektronik dalam upaya peningkatan pelayanan kependudukan di

Kabupaten Te

Analisis Data |

Gambaran umum tersebut dianalisis secara analisis kualitatif yaitu

analisis terhadap data pustaka dan lapangan schingga dapat ditarik
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